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Pemanfaatan dana zakat terus mengalami perkembangan, tidak hanya
diperuntukkan bagi delapan golongan yang sudah dijelaskan dala, Al-
Qur’an. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air dan
sanitasi banyak dipertanyakan kebolehannya oleh masyarakat. Karena
masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses air
bersih dan sanitasi. MUI sebagai lembaga indenpenden yang dapat
mengeluarkan fatwa berusaha memberikan hukum yang pasti terkait
pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih.
Dengan alasan ini maka disusunlah karya ilmiah yang membahas
tentang fatwa MUI terkait pendayagunaan zakat infak bagi
pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Fatwa MUI No.
001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan zakat infak pembangunan
sarana air dan sanitasi masyarakat pada DT Peduli. 2) Apa faktor
pendukung, penghambat dalam menerapkan Fatwa MUI No.
001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan ZISWAF pada Yayasan
DT Peduli. Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui
implementasi pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air dan
sanitasi masyarakat. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan
penghambat dalam pembangunan sarana air dan sanitasi di DT Peduli.
Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode
observasi, wawancara, penelaahan dokumen. Jenis penelitian ini adalah
(field research) yang dilakukan terhadap di lakukan DT Peduli untuk
pembangunan sarana air dan sanitasi. Data sekunder yaitu data yang
diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang
penelitian ini. Kemudian data-data tersebut diolah dengan cara editing,
coding, Reconstructing dan Systematizing. Sehingga data diperoleh,
selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode
data deskriftif kualitatif. Dari penelitian di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan pembangunan sarana air dan
sanitasi dengan menggunakan siatem dana infaq terikat dan mengaitkan
masyarakat secara langsung untuk program sanitasi tersebut. dari sisi
pendayagunaan, upaya dilaksanakan dengan cara melakukan sumber
dana, pengalokasian, pensosialisasian dan pendataan serta optomilisasi
fasilitator atau pemberian fasilitas sebagaimana pula yang di lakukan
oleh Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan
zakat infak hal tersebut juga dilakukan oleh DT Peduli Lampung.
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Untuk memperjelas pokok bahasan, diperlukan penjelasan atau
definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini, yang memiliki beberapa
istilah pokok sebagai berikut:
1. Implementasi
Berasal dari bahasa Inggris yaitu “Implementation” menurut kamus besar
Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan. Implementasi yang dimaksud
adalah pelaksanaan zakat bagi Fatwa MUI untuk pembangunan sarana air
dan sanitasi masyarakat.
2. Fatwa MUI
Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian
(peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan
Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf dari kata al-fataa (pemuda) dalam
usianya, dan sebagai kata kiasan (metafosa) atau (isti’arah).
Sedangkan Fatwa menurut syara’ ialah menerangkan hokum syara’ dalam
suatu persolan sebagai jawaban dari suatu petanyaan, baik si penanya itu
jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.1




Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil
manfaat; pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik.
4. Sanitasi
Yang dimaksud sanitasi adalah sarana dan/atau prasarna yang diadakan
dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengola
sebagai wakil mustahik zakat, sementara diperuntukkan bagi mustahiq
zakat.
5. Daarut Tauhid
Dompet peduli umat adalah sebuah lembaga Amil Zakat Nasional dan
merupakan lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan
penggalangan dana (FUNDRAISING) dan pendayagunaan dana Zakat,
Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWA).2
6. Zakat
Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang
Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada
seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.3
Berdasarkan beberapa penjelasan istilah pokok di atas, penulis
tegaskan kembali bahwa judul atau tema yang akan dibahas oleh penulis
dalam penelitian ini adalah “Implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-
IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Infak Pembangunan Sarana Air
2Lembaga DPU Daarut Tauhid
3 Didin Hafhiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press,
2002, h.7.
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dan Sanitasi Bagi Masyarakat (Studi Pada DT Peduli Bandar Lampung)”
yang ruang lingkup bahasannya mencakup bagaimana pelaksanaan Infak
untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat dan Implementasi
terhadap Lembaga peduli Daarut Tauhid yang tidak semua dari lembaga
tersebut menerapkan pelaksanaan pendayagunaan pembagunan sarana air
dan sanitasi Masyarakat, tetapi hanya satu lembaga yang memiliki
penerapan pembangunan sarana air yaitu dari dana Infak.
B. Alasan Memilih Judul
Ada beberapa alasan untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk
penelitian, diantaranya sebagai berikut:
1. Alasan Obyektif
a. Karena tempat penelitiannya mudah di jangkau
b. Referensinya mudah di dapat
c. Belum ada yang membahas dan meneliti pada objek penelitian
skripsi
d. peneliti tertarik untuk memilih dan membahas judul ini
2. Alasan Subyektif
a. Pokok bahan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti
pelajari di Fakultas Syari’ah jurusan Muamalah.
b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian
skripsi ini tersedia di perpustakaan dan Buku Juklak.
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c. Peneliti tertarik dengan regulasi zakat yang memberikan banyak
pembaharuan pada sistem pengelolaan zakat dengan salah satu
pembaharuan yang dicanangkan adalah bahasan skripsi penulis.
d. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang
berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas.
C. Latar Belakang Masalah
Pembangunan sarana air, air merupakan kebutuhan pokok manusia,
juga merupakan sarana utama untuk kebersihan dan kesucian. Dalam
kehidupan sehari-hari, air amat diperlukan untuk bersuci, mencuci, mandi,
memasak dan minum, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan
kebutuhan pokok manusia. Sebegitu pentingnya air bagi kehidupan
manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri.
Sedangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan
pendekatan untuk merubah perilaku  higeni dan sanitasi melalui
pemberdayaan masayarakat dengan metode pemicuan. Sanitasi pada
prinsipnya merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup
bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan
kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini
akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.
Keperluan manusia akan air bervariasi sesuai dengan tempat orang
tersebut tinggal. World Health Organization (WHO) memperhitungkan
bahwa kebutuhan air masyarakat di Negara berkembang (pedesaan)
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termasuk Indonesia antara 30-60 liter/orang/hari, sedangkan di Negara-
negara maju atau di perkotaan memerlukan 60-120 liter/orang/hari.4
Pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat untuk lembaga
pengelolaan Zakat resmi termasuk kedalam salah satu pembaharuan yang
dicanangkan dalam sistem pengelolaan zakat dengan Dompet Peduli Umat
(DPU) Daarut Tauhid sebagai pengumpul zakat nasional untuk semakin
ditingkatkan, yang tujuannya ialah sebagai bukti keseriusan Lembaga
Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat agar dapat meningkatkan
jumlah pengumpulan zakat sehingga terpenuhi target sesuai dengan
potensi yang ada, karena disetiap tingkatan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
memiki target yang berbeda-beda.
Implementasi Fatwa MUI No.001/Munas-IX/MUI/2015 mengenai
pendayagunaan Infak untuk pembangunan sarana air dan sanitasi
masyarakat. Pendayagunaan ZISWAF ini, diharapkan dapat menambah
efek berlipat (multiplier effect) terhadap upaya upaya pemerintah tersebut.
Fatwa tersebut telah di sosalisasikan untuk seluruh provinsi yang
melibatkan pihak kemenkes, bappernas, bappeda, dinas kesehatan, Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan MUI pusat dan provinsi. Sebagai
realisasinya, pembangunan sarana air dan sanitasi di Lembaga Daarut
Tauhid dengan menggunakan dana Infaq telah dilakukan (di Desa Tegi
Neneng, Sido Basuki (Pesawaran), Dusun Pejambon Kec. Negeri Keraton
Pesawaran, Way Muli Kec. Raja Basa Kalianda.)
4Program Nasional Penyedia Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
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Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah
lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.5 Lembaga Amil
Zakat (LAZ) membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk
melakukan pengelolaan zakat baik di Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota
dengan melaporkan data pengelolaanzakat baik pengumpulan maupun data
pendistribusiannya secara rutin 6 bulan sekali.
Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid berusaha untuk
mengatasi hal-hal untuk menguatkan kesadaran masyarakat terhadap
Zakat, Dompet Peduli Umat (DPU) Daarut Tauhid  juga berusaha
menyalurkan dana yang sudah di terima kepada mereka yang benar-benar
berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki
atau mereka yang sebelumnya menrima zakat menjadi pemberi zakat dan
juga termasuk membangun sarana air di dalamnya untuk membantu
masyarakat yang membutuhkan air. Pembanguan sarana air yang di
bangun seperti Water ware MCK dan sumur bor.6
Kiprah DT peduli7 ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian
di tetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS)  sesuai
dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016.
Di mana sebelumnya sejak tahun 2004 telah menjadi Lembaga Amil Zakat
Nasional dengan nomor SK 410 Tahun 2004.




Sehubungan dengan keterkaitan beberapa lembaga dalam
penerapan fatwa perlu dilakukan pembahasan untuk mendapatkan tiitk
temu dari para pihak yang terkait sehingga mempermudah dan
mempercepat penerapan Fatwa MUI guna mencapai kemaslahatan umat.
Hal ini mengingat karena semua pihak mempunya tujuan yang sama yaitu
memecahkan permasalahan sosial masyarakat dan tuntutan akan
kesejahteraan. Pembahasan dilakukakan baik dari pandangan syariat Islam
maupun dari ketetapan hukum negara yang berlaku, khususnya dalam
memenuhi pandangan untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
masyarakat miskin.
Dalam penerapan Fatwa ini, MUI memandang perlunya melibatkan
koperasi Syariah (Kopsyah). Kopsyah tidak hanya mengmpulkan,
menyediakan pendanaan, namun juga sekaligus melakukan pembinaan
anggotanya dan masyarkaat yang sejalan dengan prinsip Syariah.
Sedangkan pendanaan dalam lembaga DPU Daarut Tuhid menggunakan
pendanaan kerja sama dengan perusahaan.
Jadi yang dimaksud judul implementasi Fatwa MUI no.
001/Munas-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan infak untuk
pembangunan sarana air dan sanitasi bagi masyarakat (Pada Daarut Tauhid
Bandar Lampung) yaitu pembangunan sarana air dan sanitasi dalam proses
melaksanakan program yang sedang berjalan dengan tujuan meningkatkan
program-program yang ada di lembaga Dompet Peduli Umat (DPU)
Daarut Tauhid cabang Lampung.
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D. Fokus Penelitian
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka fokus
Penelitian adalah implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015
tentang pendayagunaan ZISWAF untuk sarana air dan sainitasi
masyarakat. Khususnya pembangunan sarana air dan sanitasi dilakukan
dengan menggunakan dana Infak.
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka
dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015
tentang pendayagunaan infak pembangunan sarana air dan sanitasi
masyarakat pada Yayasan DT Peduli?
2. Apa faktor pendukung, penghambat dalam menerapkan Fatwa MUI
No. 001/Munas-IX/2015 tentang pendayagunaan ZISWAF pada
Yayasan DT Peduli?
F. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi pendayagunaan Infak untuk
pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam
pembangunan sarana air dan sanitasi di DT Peduli.
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G. Signifikasi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan serta
meningkatkan khazanah keilmuan dan sebagai salah satu bahan
pertimbangan ataupun referensi dalam memproduksi karya-karya
ilmiah bagi civitas akademika di UIN Raden Intan Lampung maupun
pihak-pihak lain yang membutuhkan.
2. Secara Praktis
a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat
Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan
dalam meningkatkan sistem pengelolaan zakat kedepannya,
memberikan innformasi dan sosialisasi kepada masyarakat
sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya terutama dalam ruang
lingkup praktik zakat pada e-commerce.
b. Bagi Masyarakat
Peneliatian hasil Studi Kasus ini dapat memberikan
pemahaman tentang pendayagunaan Zakat Infak Shodqoh
Wakaf itu seperti apa, bagaimana Implmentasi pembangunan
sarana air dan sanitasi masyarakat.
c. Bagi Pemerintah
Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan
informasi mengenai implementasi pembangunan sarana air dan
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sanitasi masyarakat dan semoga pemerintah bisa ikut
memantau aktifitas lembaga agar lebih memberikan manfaat
positif dalam pembangunan sarana air.
H. Metode Penelitian
Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah dan
sampai pada tujuan yangdiinginkan, penulis akan menguraikan metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
1. Sifat Dan Jenis Penlitian
a. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, kerena
menggunakan metode alamiah, melakukan analisis,8 teori-teori dan
atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.
b. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research), karena penelitan ini
membutuhkan data dari lapangan untuk mengetahui implementasi
Fatwa MUI No. 001/Munas-IXI/2015 tentang pendayagunaan
infak untuk sarana air dan sanitasi Masyarakat dan apakah
pengelolaan di Daarut Tauhid semuanya sama seperti pada Fatwa
MUI.
8 Sugiyono, Model Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15
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2. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara
langsung dari lapangan, berupa bukti program implementasi dari
fatwa MUI dalam pendayagunaan zakat untuk pemberian sarana air
bersih dan sanitasi masyarakat sebagai pengelola zakat yang
terdapat pada Daarut Tauhid (DT Peduli) Kota Bandar Lampung.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan
dengan melaui riset pustaka (library research). Data sekunder dari
penelitian ini terdiri dari:
1. Bahan primer, yaitu berupa Al-Qur’an, Hadist dan Fatwa.
2. Bahan sekunder, yaitu berupa reformasi dan kitab-kitab.
3. Bahan tersier, yaitu berupa kamus ensiklopedia.
3. Populasi danSampel
a. Populasi
Populasi yang digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek
yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.9Populasi adalah
sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai
karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen
populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 orang yaitu dari
9SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), h. 173.
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pihak Daarut Tauhid dan masyarakat yang sebagai penerima bantuan
pembangunan sarana air.
b. Sampel
Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
Dalam penelitian sampel yang digunakan teknik sampling yaitu tidak
semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang
ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik
teknik  sampling yang digunakan ini adalah jenis purposive sampling
yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Pengambilan sampel adalah bertujuan karena tidak semua sampel
memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan10. Sampel
dalam penelitian ini adalah 1 orang pimpinan lembaga Kepala Cabang
DT, 5 orang sebagai pengurus DPU Bandar Lampung dan 1 wilayah
yang berjumlah 50 rumah, yang masing-masing dalam setiap rumah
terdiri dari 4-6 orang yang jumlah keseluruhannya ada ± 200 orang
yang menggunakan air dari bantuan program pembangunan sarana air
dan sanitasi.
Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sampel
dalam penelitian ini adalah:
a. Pimpinan yang memimpin suatu lembaga cabang DPU Daarut Tauhid
Bandar Lampung.
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2017), h.85.
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b. Staff pengurus yang memberi layanan serta melaksanakan kegiatan di
lembaga DPU Daarut Tauhid.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pegumpulan data pada penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi atau pengamatan. Observasi yang dimaksud adalah
pengamatan terhadap penerapan Fatwa MUI No. 001/Munas-
IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Infak Bagi Pembangunan
Sarana Air dan Sanitasi Masyarakat di DT PeduliBandar Lampung.
b. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada
responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam,
dalam hal ini yang menjadi responden ialah pimpinan dari Daarut
Tauhid Bandar Lampung.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa cacatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda, dan sebagainya.11 Data-data yang
didokumentasikan dalam penelitian ini adalah daftar LAZ yang telah
terdaftar secara resmi untuk melakukan pengelolaan zakat.
11 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta; Bima
Akasara, 1981), h.202
14
5. Metode Pengelolaan Data
Data-data yang terkumpul kemudian diolah, adapun pengolahan
data tersebut sebagai berikut:
a. Pemerikasaan Data (Editing), yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau
relevan dengan masalah. Penulis mengumpulkan bukti-bukti
mengenai daftar LAZ yang telah mendaftarkan dirinya sebagai
pengelola zakat resmi.
b. Penandaan Data (Coding), yaitu memberikan catatan atau tanda
yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, perundang-
undangan, atau dokumen). Penulis memilah kembali data yang
telah diperoleh dari responden untuk diteliti lebih lanjut.
c. Rekontruksi Data (Reconstructing), yaitu menyusun ulang data
secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan
diinterpretasikan.
d. Sistematisasi Data (Systematizing), yaitu menempatkan data
menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan
masalah.12
12Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 126.
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6. Analisis Data
Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan
dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan
dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang
penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami diri sendiri dan orang lain.13
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
analisis dekriptif kualitatif disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu
Implementasi Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015 tentang
pendayagunaan zakat infak bagi pembangunan sarana air dan sanitasi
masyarakat yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif, dan
menggunakan metode berfikir induktif.
Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala
yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah
dilapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.14
13Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet-
ke 27, 2018), h. 244
14Susiadi, MetodePenelitian, (Bandar Lampung: PusatPenelitiandanPenerbitanBahasa
LP2M IAIN RadenIntan Lampung, 2015), h. 4
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Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir
induktif. Metode berpikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari
fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau
peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi atau sifat umum.15






1.  Pengertian Infak
Infak adalah macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik
untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Infak berasal dari
kata anfaqa atau to spend: mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang)/
dalam kitab At Ta’rifat Syaikh Al Jurjani, mendefenisikan Infak yaitu
penggunaan harta untuk sesuatu hajat (kebutuhan)
Jadi menurut definisi infak itu berkaitan dengan amal materi
(harta/mal). Allah berfirman:
             
        
Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,
kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan
menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si
penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
(QA. Al-Baqarah [2]: 262)
Dalam ayat tersebut. kata Infak di iringi dengan kata amwal (harta).
Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan
tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Infak
adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali
seseorang memperoleh rezwki sebanyak yang ia kehendakinya. Allah
member kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah unfak
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yang diberikan kepada yang sekiranya berhak menerimanya terutama yang
diutamakan untuk menerima infak tersebut.
2.  Dasar Hukum Infak
Penegrluaran infak merupakan suatu tolak ukur ketaqwaan
seseorang karena yang mengerluarkan infak memiliki tanda-tanda
ketaqwaan. Seseorang yang berusaha menjadi orang yang taqwa akan
memiliki tanda-tanda sikap pemurah dan jiwa sosial yang tinggi dengan
mengeluarkan harta, salah satunyan melalui infak.
Syariat telah memberikan panduan kepada kita berinfaq atau
membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. Dalam
banyak hadis telah memerintahkan kita agar kita menginfaqkan
(membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar
seseorang membelanjakan harta untuk diri sendiri (QS. At-Taghabun:16)
             
        
Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu
dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk
dirimu. Dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka
mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. At-Taghabun:16)
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Serta untuk menafkahai istri dan keluarga menurut kemampuannya
(QS. Ath-Thalaq:7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang
dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam
menunaikan infak (QS. Al-Baqarah [2]: 267).16
                
               
  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
(QS. Al-Baqarah [2]: 267)
Adapun dasar hukum infak telah banyak dijelaskan baik dalam Al-
Qur’an atau Hadits yang artinya, “katakanlah:”kalau seandainya kamu
menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhankan, niscaya
perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya”. Dan
adalah manusia itu sangat kikir”.
16 Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim Juz II. (Darul Ma’rifah. Beirut. Cetakan III.
1989), 51.
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Kemudian dalam Al-Qur’an surat Dzariyat 51:19 disebutkan yang
berbunyi
            
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S Adz-
Dzariyyat [51]: 19)
3. Macam-macam Infak
Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain
sebagai berikut:
1. Infak mubah
Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang,
bercocok tanam.
2. Infak wajib
Aplikasi dari infak wajib yaitu mengreluarkan harta untuk perkara
wajib seperti
a) Membayar mahar (mas kawin)
b) Menafkahi istri
c) Menafkahi isri yang di talak dan masih dalam keadaan iddah
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3. Infak haram
Mengerluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah
yaitu:
a) Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam
“sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta
mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka
menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi
mereka, dan mereka akan di kalahkan. Dan kedalam jahanam
lah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”.
b) Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena
Allah.
4. Infak sunnah
Yaitu mengeluarkan harta denga niat shodaqoh. Infak tipe ini yaitu
ada dua macam sebagai berikut:
a) Infak untuk jihad
b) Infak kepada yang membutuhkan
4. Rukun dan Syarat Infak
Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum
terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa
dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus
dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat
dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun
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tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu
memiliki empat rukun:17
1. Penginfaq
Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu
alasan.
3) Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang
kemampuannya.
4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang
mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2. Orang yang diberi infaq
Maksudnya oarang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak
ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin
maka infaq tidak ada.
2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi
infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih
kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya,
17 Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fatih ‘Ala Al-Madzhab Al-‘Arba’ah, (Bairut: Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, 140.
23
pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun
dia orang asing.
3. Sesuatu yang diinfaqkan
Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Benar-benar ada.
2) Harta yang bernilai.
3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah
apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan
pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah
menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
4. Ijab dan Qabul
Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun
bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa
imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu;
aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain
berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi’i
berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang
Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah
yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali
berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan
kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah.
Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari
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mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa
itu.18
5. Tujuan Infak
Adapun tujuan infak sebagai berikut:19
a. Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan
b. Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu
dari derajat kekurangan kederajat mencukupi
c. Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan
dijalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat di
akhirat
d. Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
e. Mengobati penyakit hati dan cinta dunia
18 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 178
19 Fatullah, 2015, h. 47
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B. LEMBAGA AMIL ZAKAT
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat
Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyrakat yang bergerak dalam bidang
dakwah, pendidikan, sosila dan kemaslahatan umat Islam.20 Adapaun
institusi yang mengurusi zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat, yaitu
organisasi pengelola zakat yang dibentuk  oleh pemerintah terdiri dari
unsure masyrakat dab pemerintah terdiri dari unsur masyrakat dan
pemerintah dengantugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama dan asas-asas
Lembaga Pengelola Zakat.21
Dalam Al-Quran surat At–Taubah ayat 60 disebutkan bahwa salah
satu golongan yang berhak menerima zakat adalah 'amalin 'alaiha (
orangorang yang bertugas mengurus zakat). Di Indonesia, pengelolaan
zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti dengan Keputusan Menteri Agama
(KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38
tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam  dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga
pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang
20 Susiadi AS, “Pengelolaan Harta Zakat Perspektif Hukum” Asas: Jurnal Vol 12, No.
01, 2020.
21 Keputusan Menteri Agama RI Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.
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dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oelh swasta.
Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu Negara dan swasta.22
UU No. 38/1999 menjadi milestone sejarah zakat indonesia
moderen, berbasis desantralisai dan kementrian antra pemerintah dan
masyrakat sipil dalam mengelola zakat nasional. UU No.23 /2011 secara
drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisai pengelola
zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS (Badan
Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat
nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d)
maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b).23
Amil di ambil dari kata amal yang bisasnya di terjemahkan dengan
"yang mengerjakan/ pelaksanan''. Imam Al-Qurtuhubi dalam kitabnya
"AlJami li Ahkam Al-Quran''sebagaiman yang telah di kutip oleh Dindin
Hafifudin menasirkan ayat tersebut (QS. At-Taubah : 60).
               
           
 
Artinya : ”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf
22 Huda, Nurul & Mohammad Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan
Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.
23 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional
dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011, Premadamedia Grup, Jakarta, hlm 144
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yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu  ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."( At-Taubah Ayat 60).
Menyatakan bahwa ''amil adalah orang-orang yang di tuaskan
(diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menguruskan,
menghitung dan mencatat zakat yang di ambil dari muzakki untuk
kemudian di berikan kepada yang berhak menerimanya.24
Amil zakat menurut Sayyid Sabiq adalah " orang-orang atau
lembaga yang di tugaskan oleh iamam, kepala pemerintahan atau
wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, menyimpan zakat, mengatur
administrasinya.
Berdasarkan dari beberapa pengertian dan definisi di atas, jadi
dapat disimpulkan bahwa amil zakat yang diangkat oleh pemeritah untuk
melaksanakan perintah yaitu untuk mengurusi zakat dan memberikan
kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Di Indonesia lembaga yang
bertugas untuk mengelola zakat di sebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ).
Dalam keputusan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang pengelolaan zakat
yakni pasal ayat (1) disebutkan bahwa yang disebut badan amil zakat
adalah organisasi pengelola zakat yang di tujuk pemerintah dan ada juga
menjadi (LAZ) lembaga amil zakat yang di tunjuk oleh masyarakat Unit
kumpulan zakat (UPS).
24 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Almanar, Mesir, 2010, hlm 513
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2. Dasar Hukum Lembaga Zakat
Zakat nasional secara resmi bertranformasi dari rezim desentralisai
zakat di bawah UU No. 23 Tahun 2011, setelah RUU amandemen UU No.
38 Tahun 2014 disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna
DPR 27 Oktober 2011.25 UU No. 38/1999 menjadi milestone sejarah zakat
Indonesia moderen, berbasis desantralisai dan kementerian antara
pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengelola zakat nasional. UU
No.23 /2011 secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan
mensentralisai pengelola zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah
melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan
seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal
7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b).
Dalam rangka institusional UU No. 23/2011, BAZNAS merupakan
satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat
nasional (Pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga
kabupaten/kota (Pasal 15) di mana BAZNAS dapat membentuk UPZ (
Unit Pengumpulan Zakat) disetiap istansi pemerintahan hingga ketingkat
kelurahan (Pasal 16). Maka peran masyarakat dalam pengelolaan zakat
nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan
aktivitas membantu BAZNAS (Pasal 17).
Dengan menjalakan fungsi legulator (menyelenggarakan fungsi
perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban aktivitas pengelolaan
25 Ibid, hlm. 113
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zakat nasional) dan sekaligus sebagai operator (penyelenggaraan funsi
pelaksanan dari aktivitas pengelolaan zakat nasional), pada saat Undang-
Undnag No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, semua peraturan
peundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang pengelolaam Zkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164: Tambahan Lembaran
Negara Republik Indinesia No. 3885) dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidka bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.26
UU No. 23/2011 memberikan pertanggung jawabkan kepada
BAZNAS yaitu ditetapkan suatunya lembaga yang berhak mengelola
atau berwenang dalam mengelola zakat nasional (Pasal 6), kegiatan
merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapatkan pembiyaaan
dari APBN dan tambahan hak amil (Pasal 30), serta berhak membentuk
Organisai pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten kota hingga
kelurahan (pasal 30).27
26 Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
27 Ibid, hlm.114
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3. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat
Pelaksaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat
AtTaubat ayat 60, ayat ini menjelaskan zakat itu diambil dijemput dari
orangorang yang berkewajiban zakat (muzakki) untuk kemudian diberikan
kepda orang yang menerimnya (mustahiq).28 Pengelolaan zakat ditangani
oleh lembaga pengelolaan zakat apalagi mempunyai kekuatan hukum
normatif dan memiliki beberapa keuntungan, antra lain sebagai berikut.
a. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat.
b. Untuk merasa menjaga perasaan rendah hati para mustahiq apabila
berhadapan langsung menerima zakat dari para muzakki.
c. Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas, serta sasran yang tepat dalam
menggunakan harta menurut skala priroritas yang ada pada suatu
tempat.
d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.29
28 Diqin Afifudin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Gerakan memberdayakan Zakat,
Infak, Sedekah dan Wakaf, Gema Insani, Jakarta,2007, hlm 168.
29 Muhamad Ibid, hlm 3-4
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4. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat
Pengelolaan zakat berasaskan:30
a. Syariat Islam
b. Amanah. Yang dimaksud dengan asas “amanah” adlaah pengelolaan
zakat yang harus dipercaya.
c. Kemanfaatan. Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah
pengelolaan zakat dilakukan untuk memberkan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi mustahik.
d. Keadilan. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan
zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
e. Kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum”
adalah pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi
mustahik dan muzakki.
f. Terintegrasi. Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah
pengelolaan zakat dilakukan secara hierarki dalam upaya
meningkatkan pengumpulan, pendistrubusian dan pendayagunaan
zakat.
g. Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah
pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oelh
masyarakat.
30 Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
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C. Kajian Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/MUI/2015 Tentang
Pendayagunaan Zakat Infak Bagi Pembangunan Sarana Air Dan
Sanitasi Masyarakat
1. Latar Belakang Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/2015
Setiap peraturan pastilah memiliki latar belakang atau landasan
yang digunakan sebagai acuan untuk membuat aturan tersebut agar dapat
diterapkan dikalangan masyarakat dan memiliki kekuatan hukum.
Termasuk juga fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai salah satu
produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tidak luput
dari latar belakang terbitnya fatwa tersebut.
Masalah air bersih, sanitasi, kebersihan dan kesehatan
lingkungan seperti dilaporkan oleh lembaga World Health Organization
(WHO) bahwakematian secara global yang disebabkan oleh penyakit yang
ditularkan melalui air (water borne disease) telah mencapai 3,4 juta
jiwa/tahun. Di antara penyakit yang menular dikarenakan (water borne
desease) yaitu pneumonia, diare dan komplikasi neonatal, hal ini dapat
mempengaruhi kesehatan anak bahkan pembunuh utama bagi anak-anak.
Secara global telah dilaporkan bahwa diare merupakan penyebab kematian
terbesar yaitu 2,2 juta jiwa/tahun. Kualitas air minum yang tidak sesuai
dengan standart kesehatan dan kurang memadainya sistem pembuangan air
limbah menyebabkan dampak buruk pada lingkungan serta dapat
menimbulkan berbagai penyakit disekitar pemukiman warga.
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Dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap ari bersih semakin
mendesak sedangkan pemerintah belum menggarkan air untuk keperluan
tersebut, maka harus ada penanganan yang sigap sehingga tidak terjadi
penyebaran penyakit pada masyarakat. Hal ini menjadikan komisi fatwa
MUI segera merumuskan fatwa yang berkaitan kebolehan pendayagunaan
zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.
Amanat UU No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa zaakat
merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk menigkatkan
keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Zakat harus didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam,
pendistribusiannya harus dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan,
keadilan dan kewilayahannya.31
Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah agar terpenuhinya
kebutuhan masyrakat yang berhak (mustahiq) guna menjamin kebutuhan
pokok dari mustahiq tersebut. pada intinya zakat merupakan sarana untuk
mengentaskan kemiskinan masyarakat, dengan pendistribusian zakat
diharapkan bisa merubah kehidupan masyarakat dari semula sebagai
mustahiq agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga kedepannya
mereka bisa menjadi muzakki.
Dalam penyaluran dana zakat terdapat pertanyaan terkait




pemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam waktu yang lama,
dengan salah satunya untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di
daerah yang benar-benar membutuhkan.32 Dengan adanya pertanyaan dan
dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat terkait sarana air bersih dan
sanitasi pemerintah belum menganggarkan secara maksimal untuk
kepentingan itu maka harus segera ditangani agar tidka terjadi penyebaran
penyakit dikarenakan air kotor.
MUI dalam menetapkan hukum pendayagunaan zakat untuk
pembangunan sarana air bersih dan sanitasi mengamalkan beberapa dalil
yang dijadikan beberapa dasar hukum. Di antara dalil-dallil yang
digunakan MUI yaitu:
            
“...dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup...”33
Ayat di atas meneranglan posisi penting air bagi manusia, hewan
maupun tumbuhan. Manusia merupakan salah satu ,makhluk hidup yang
terus bergantung dengan adanaya ketersediaan air, khususnya air bersih.
Dalam kehidupannya air bersih sangat dibutuhkan guna mensucikan diri
seperti mandi wudhu dan istinja’ yang menggunakan air bersih agar
32 Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015
33 QS. Al-Anbiya (21): 30.
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terpelihara kesehatan yang diturunkan oleh Allah swt dari langit untuk
kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi.34
Terhadap masalah penggunaan air, terdapat anggapan air
merupakan suatu barang bebas yang disebabkan oleh alam, atau sebagai
sumber daya alam yang diperbarui setiap orang bebas menggunakan tanpa
harus membayar dengan harga tertentu. Namun ornag bebas menggunakan
tanpa harus membayar dengan harga tertentu. Namun anggapan ini
mungkin terasa benar ketika dimasa lampau yang notabene ketersediaan
air melimpah ruah dan jumlah penduduknya masih sangat sedikit. Maka
MUI dalam rekomendasinya menyatakan bahwa masyarakat perlu bahu-
membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air serta
menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran air.
Pada dictum MUI tentang pendistribusian dana zakat juga di
sebutkan bahwa penyediaan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat
merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai implementasi hifdzu an-
nafs (menjaga jiwa). Sedangkan pendayagunaan dana zakat untuk
pembangunan sarana air bersih dan zakat untuk pembangunan sarana air
bersih dan sanitasi yaitu boleh dengan ketentuan.
1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq yang
bersifat langsung.
34 Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015
36
2. Adaupun manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut di
peruntukan untuk kepentingan kemaslahatan umum (maslhah
annah) dan dengan dasar kebajikan
Dari beberapa paparan di atas, dapat di simpulkan bahwa MUI
mengambil dalil dalil bersifat kontemporer dan beberapa kaidah usuhliyah
dengan dasar bahwa pendayagunaan zakat pada umumnya adalah hanya
untuk orang-orang yang di sebutkan allah dalam al Qur’an. Kebutuhan
mustahiq kian wkatu berbeda-beda, jika dahulu hanya dengan diberikan
bahan pokok sudah mewakili dari makna pendistribusian zakat, namun
kini bukan lagi masalah kebutuhan pokok melainkan kebutuhan dalam
menjaga kebersihan dan kelayakan dalam kesehatan. Maka MUI
memutuskan kebolehan dana zakat untuk pembangunan sanitasi dan ari
bersih bagi masyarakat.
Adapun yang latar belakangi terbitnya fatwa tentang
pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
adalah:
a. Banyak daerah yang belum bisa membangunan sarana air bersih dan
sanitasi.
b. Banyak daerah yang kekeringan.
c. Sulit dalam mendapatkan akses air bersih.
d. Apabila tidak dibangun sanitasi dapat menimbulkan berbagai macam
penyakit sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
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e. Memberikan manfaat untuk kepentingan umum.
2. Penetapan Fatwa ZISWAF Untuk Air dan Sanitasi
Melihat kondisi yang ada saat ini sebagaimana telah diuraikan
diatas dan mengingat pentingnya penyediaan pendanaan yang diperlukan
masyarakat luas dalam meningkatkan akses air dan sanitasi masyarakat,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional tahun 2015,
telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang
Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat Penetapan
fatwa ini menunjukan komitmen para ulama untuk dapat bekerjasama
dengan pemerintah, tidak hanya dalam aspek sosialisasi dan pendidikan
tapi juga membuka peluang dalam penghimpunan dan pengelolaan dana
yang berasal dari kaum muslimin secara spesifik yang peruntukannya lebih
khusus, yakni masyarakat muslim dhuafa, pesantren, dan madrasah.
Pesantren dan madrasah sebagai basis pendidikan para calon ulama umat
yang merupakan salah satu tulang sendi masyarakat Indonesia. Sehingga
tumbuh pemberdayaan masyarakat guna mencapai komunitas masyarakat
dan keturunan yang sehat, shalih, dan tangguh.35
35 S. Prabowo H. Hayu, et al. Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk
Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat (Jakarta: 2016) h. 6-7
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3. Ketentuan terkait pembangunan dan pendayagunaan sarana air dan
sanitasi
Program STBM dimulai dengan sosialisasi dan pemicuan kepada
Jamaah dan masyarakat umum oleh para dai sebagai agen perubahan.
Pemicuan merupakan proses membangkitkan dan memberdayakan
masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi di masyarakat  itu sendiri,
dan memulai aksi local bersama untuk penyediaan air bersih serta stop
buang air besar sembarangan (stop BABS) atau perilaku cuci tangan pakai
sabun (CTPS) atau pengelolaan dan survey dengan sasaran seluruh
kompenen masyrakat. Pemicuan sebaiknya dilakukan pada daerah
jangkauan dakwah, baik pada jamaah masjid, majelis taklim ataupun
pengajian rutin lainnya. Untuk menjamin efektifitas proses pemicuan,
sebaiknya pengurus Masjid/ Ketua Ponpes/ Kepala Desa/ Lurah/ Perangkat
Desa/ Kelurahan dan tokoh masyarakat ketempat sarana air dan sanitasi,
yaitu:36
a. Totalitas, seluruh kompenen masyarakat terlibat dalam mengambil
keputusan untuk melakukan perubahan perilaku secara kolektif.
b. Tidak ada desain khusus yang ditawarkan pada masyarakat, tetapi





Sedangkan prinsip yang harus diperhatikan dalam memicu
perubahan perilaku STBM memenuhi kriteria pemutusan alur penularan
penyakit seperti diare, demam berdarah, alergi gatal-gatal.
Setelah dilakukan pemicuan melalui pendekatan kesehatan dan
kegamaan kepada masyarakat mengenai pentingnya akses air bersih dan
sanitasi maka tahap selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan
masyarakat secara mandiri memenuhi pembangunannya. Ada beberapa
aspek yang perlu dipertimbangan yaitu:
1. Cakupan fasilitas, apakah untuk fasilitas komunal ataukan rumah
tangga.
2. Aspek financial. Apakah pembiayaan dapat dilakukan secara mandiri
oleh masyarakat?
Bagaimana kesiapan koperari setempat mendukun program ini?
Apakah bisa digunakan pembiayaan komersial atau apakah harus
menghimpun dana melalui program urun dana dengan dana ZISWAF?
Penerapan pemberdayaan ZISWAF untuk pembangunan sarana air
bersih dan sanitasi masyarakat perlu koordinasi yang erat antara ulama
dan pemerintah (umaro) melalui jejaring yang telah dibangun bersama
oleh MUI pusat. Bappenas dan Kemenkes. Koordinasi ini meliputi
pemilihan lokasi, edukasi, sosialisai, pendanaan, palaksanaan
pembangunan, pengawasan serta operasi dan perawatan pasca
pembangunan. Secara umum penerapan pembangunan air bersih dan
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sanitasi, dimulai dari tahap persiapan, tahap seleksi, tahap
pembangunan, hingga tahap pasca pembangunan.
3. Aspek legal. Untuk fasilitas komunal, maka perlu ada kejelasan
mengenai status kepemilikan tanah yang akan digunakan. Apalagi bila
pembangunan menggunakan dana wakaf, maka tanah yang digunakan
haruslah tanah wakaf ataupun tanah pemerintah yang digunakan untuk
fasilitas public.
4. Aspek teknis. Fasilitas public ataupun rumah tangga harus melihat
aspek teknis sehingga dapat digunakaan teknologi tepat guna, missal:
penyediaan air tidak hanya member sumur air, tapi dilakukan dengan
teknik-teknik simpan, hemat dan jaga air.
5. Aspek kelembagaan. Perlu ditentukan siapa yang akan melakukan
pengelolaaan mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta
mengambil keputusan atas kebutuhan masyarakat tersebut sehingga
bisa bersinergi dengan program pemerintah.
Masjis dan pondok pesanteren dianggap institusi yang paling siap
ditinjau dair misi dakwahnya, organisasinya serta pengaruhnya di
masayrakat yang mayoritas Islam.37
37 S. Prabowo H. Hayu, et al. Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk
Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat (Jakarta: 2016)
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1. Tahapan Persiapan
a. Pembentukan Tim Pelaksanaan (Timlak)
Pembangunan sarana air minum dan sanitasi baik untuk fasilitas
komunal maupun individual harus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Tugas-tugas diemban oleh Timlak yang terdiri dari Masjid/Pesantren, Dai
Sanitasi dan Koperasi Syariah. Masing-masing unsur memilki tugas dan
fungsi, dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan program penyediaan
akses air bersih dan sanitasi dengan urun dana secara gotong royong
ataupun penggalangan ZISWAF.
Kelembagaan ini dibentuk dan terlibat mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan samapi pengoprasian dan pemeliharaan,
sehingga Timlak dapat memahami program lebih baik dan mempunyai
kesempatan untuk memberikan masukan terdapat desain program dengan
mempertimbngkan upaya keberlanjutan yang akan diperlukan pada tahap
pasca program.38
Tugas pokok dan fungsi Timlak dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
a. Sebagai coordinator Dai Sanitasi dalam wilayah Kecamatan.
b. Melakukan pemeliharaan, pelatihan dan pejabat terkait untuk
pelaksanaa program penyediaan akses air bersih dan sanitasi
masyarakat.
38 S. Prabowo H. Hayu, et al. Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk
Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat (Jakarta: 2016)
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c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk pembangunan air dan
sanitasi dengan mempertimbangkan kelima aspek tersebut diatas.
d. Melakukan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di tingkat
daerah dan pusat untuk bersama-sama merumuskan rencana strategis
dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
e. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan
kebutuhan dan usulan program penyediaan layanan air minum dan
sanitasi dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya.
f. Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintgrasikan
dengan program serta kebijakan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan
dan kabupaten/kota.
g. Membangun transparansi dann akuntabilitas melalui laporan
pertanggungjawaban.
h. Memonitor, mengawasi dan memberi masukan dengan kepentingan
masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar, maupun
pembangunan desa/kelurahan pada umumnya.
i. Menerapkan prinsif-prinsif syariah dalam setiap pengambilan
keputusan maupun pelaksanaan kegiatan.
2. Fungsi
a. Penggerak Dai Sanitasi untuk advokasi dalam mengintegrasikan
kebutuhan  program di masyarakat dengan kebijakan dan program
pemerintah setempat.
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b. Penggerak dan pemicu munculnya kembali nilai-nilai keagamaan dan
gotong royong dalam kehidupan nyata masyrakat setempat.
c. Mitra kerja pemeirntah desa/kelurahan setempat dalam upaya
penyediaan layanan air bersihh, sanitasi, kesehatan, kesehatan
lingkungan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
d. Pembangkit dalam memediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
e. Wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat
desa/kelurahan setempat.39
b. Penetapan/penentuan target
Penetapan target dari pembangunan air bersih dan sanitasi dapat
mengacu pada buku strategis sanitasi Kabupaten dapat program percepatan
pembangunan sanitasi dan pemukiman yang diterbitkan Bappeda.
Informasi dan data-data tersebut dilakukan pembahasan untuk:
1. Menetapkan target daerah dan rencana kerja melalui langkah sinergi
dengan program pemerintah daerah.
2. Membuat rencana kerja dengan mempertimbgkan cakupan dan kelima
terkait.
Penetapan target dengan mempertimbangkan cakupan dan kelima aspek
terkait.
39 S. Prabowo H. Hayu, et al. Pendaya Gunaan Zakat Infaq Shadaqah Dan Wakaf Untuk
Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi Masyarakat (Jakarta: 2016)
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Pola hidup sehat dan fasilitas sarana dan prasarana air bersih
sanitasi dan sanitasi dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Tujuan dari
penentuan potensi target adalah:
1. Mendapatkan gambaran kondisi fasilitas air bersih sanitasi dan perilaku
yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan.
2. Menyediakan dasar informasi yang valid dalam perencanaan
pembangunan air bersih dan sanitasi khususnya untuk masyarakat
miskin.
3. Memberikan tuntunan keagamaan kepada masyarakat akan pentingnya
layanan air bersih dan sanitasi serta membangun spirit saling tolong




Pertemuan dalam survei dilaksanakan oleh Dai Sanitasi di daerah
dakwahnya sebagai berikut:
1. Mencermati sarana air dan sanitasi di Masjid ataupun pondok
pesantren yang dikelolanya serta keadaan masyarakat sekitarnya.
2. Mencermati keadaan dan kebutuhan jamaah majelis taklimnya.
3. Survei dari rumah ke rumah melalui pertemuan kegiatan rutin
keagamaan.
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Pada kegiatan tersebut yang sekurang-kurangnya disampaikan:
1. Penjelasan tujuan survei dengan menjelaskan keterlibatan tokoh
Agama dan tokoh masyarakat dalam membantu pemerintah dalam hal
edukasi STBM
2. Pembangunan sarana air minum dan sanitasi (STBM) secara mandiri
baik melalui skema pembiayaan komersial dari kopersi syariah
ataupun pembiayaan sosial dari dana ZISWAF bagi yang berhak.
3. Dalam hal diperlakukan gotong royong dan penggalangan dana, maka
dijelaskan tentang mekanisme penyusunan proposal, promosi untuk
pembiayaan melalui dana ZISWAF dan tata cara pennyaluran.
Perumusan kesimpulan dan kesepakatan pertemuan survei dan
sosialisasi, menyusun daftar masyarakat yang membutuhkan untuk
penysunan dan pengajuan proposal untuk pembangunan saran air
bersih dan sanitasi, baik yang bersifat komunal maupun individual.
Berita acara pertemuan survey didukomentasikan.
b. Penyusunan Proposal
Tujuan proposal diantaranya untuk memperoleh bantuan dan,
dukungan, sponsor dan perizinan. Oleh karenanya proposal merupakan
perumusan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja
kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data




Penyusunan proposal dilakukan oleh dai sanitasi dengan tuntutan
format proposal pada lampiran 3 dengan menggunakan data dan informasi
dari hasil survei.
b. Pembahasan proposal
Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan adalah:
1) Dai sanitasi, mempersiapkan berkas proposal berdasarkan survey
dan sosialisai yang telah dilakukan.
2) Timlak (Tim Pelaksana) memastikan validasi data dan
memberikan bantuan asistensi kepada dai sanitasi untuk
kelengkapan persyaratan proposal
c. Verifikasi proposal
Verifikasi dilaksanakan oleh timlak yang dilakukan melalui
pemeriksaan dokumen proposal dan dokumen pendukung, dengan melihan
seluruh aspek kelayakan dari proposal tersebut. tim verifikasi bertanggung
jawab dalam memastikan data/informasi dalam proposal adalah benar dan
sesuai dengan fakta atau kenyataan di lapangan.
1) Verifikasi berdasarkan criteria desa / masyarakat sasaran
2) Verifikasi kesesuaian data proposal dengan kondisi lapangan
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3) Verifikasi kesesuiain fiqih serta kelayakan dari segi ekonomi, status
pekerjaan masyarakat penerimaan manfaat, kelembagaan dari
masjid/ponpes dan kondisi sosial di daerah sekitas.
4) Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung.
c. Penghimpunan Dana ZIWAF
1. Melakukan sanitasi sekaligus survey untuk mengumpulkan data dan
anggaran proyek baik Komunal atau/dan individual. Kemudian dibuat
proposal.
2. Melakukan kampanye bersama di daerah dasn Jakarta untuk
penggalangan dana ZISWAF.
3. Setelah dana terkumpul, maka akan disalurkan melalui koperasi
syariah yang akan ditentukan bersama untuk kemudian didampingi
untuk disalurkan ke penerima manfaat.
d. Tahapan Pembangunan
1. Penyaluran ziswaf melalui koperasi syariah
Saluran dengan prinsip STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang
menitik beratkan kemandirian masyrakat untuk penyediaan sarana air dan
sanitasi tanpa subsisidi pemerintah, maka penyaluran pembiayaan melalui
koperasi syariah sejalan dengan program ini dan memiliki beberapa
kelebihan, diantaranta:
a) Koperasi syariah memiliki dua macam pembiayaan baik komersil dan
sosail.
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b) Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro dapat mengelola
dana secara tepat, efisien, efektif, terbuka dan dapat dipertanggung
jawabkan. Sehingga penyaluran dana ZISWAF dapat dilakukan sesuai
dengan proyek dan criteria yang ditentukan oleh para donator.
c) Koperasi syariah melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota
dan masyarakat sekitar bersinambungan. Penyaluran pembiayaan akan
disalurkan malalui wausahawan air/sanitasi dengan melalui tahapan
seleksi sesuai ketentuan koperasi syariah.
d) Koperasi syariah wajib menjlin kerjasama dengan Timlak dan Dai
sanitasi. dimana Timlak memiliki tugas kelayakan hasil pekerjaan dari
wirausahawan air dan sanitasi.
2. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
Untuk pembangunan air dan sanitasi individu diserahkan kepada
masing-masing individu untuk fasilitas komunas kegiatan pembangunan oleh
wirausahawan sanitasi harus diawasi oleh Dai Sanitasi, Timlak dan Koperasi
Syariah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
harus sesuai dengan spefikasi (persyaratan) tekhnis yang ditentukan agar
sarana yang dibangun juga bisa mempunyai kualitas tinggi (aman, kuat, dan
tahan lama).
Pembangunan konstruksi air bersih dapat menggunakan sumber mata
air dari salah satu sumber berikut: air tanah dalam (sumur bor), mata air,
penampung air hujan, sungai dengan system pengelolaan, dan sumber
lainnya. Sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air baku, perlu upaya
49
perlindungan daerah tangkapan air untuk member kesadaran kepada
masyarakat berbagai kerusakan alam dan usaha pelesatarian lingkungan.
3. Serah terima
Pembangunan saran air minum dan sanitasi dapat diserahterimakan
apabila:
a) Serangkaian kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan fisik telah dilaksanakan sesuai rencana yang
tertuang di RK da layak untuk dimanfaatkan serta berfungsi baik
dengan dibuktikan uji keberfungsian prasarana yang terbangun 2
minggu setelah dilakukan proses uji fungsi.
b) Pertanggungjawaban atas pelatihan masyarakat telah dilakukan
c) Penanggung jawab fasilitas komunal sudah mendapat pelatihan untuk
memelihara dan mengoprasikan sarana air bersih dan sanitasi
d) Serah terima dilakukan oleh Timlak dan koperasi syariah kepada
penerima manfaat
e) Dokumentasi penyerah terimaan fasilitas air bersih dan sanitasi harus
tersedia dengan lengkap sebagai bukti akses universal ke lembaga
pemuliaan lingkuan hidup dan sumber daya alam, majelis ulama
Indonesia
4. Tahapan pasca pembangunan fasilitas komunal
a. Operasi dan pemeliharaan
b. Perhitungan iuran
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c. Pembinaan dan pelatihan untuk pembangunan berkelnajutan
D. Kajian Pustaka
Penulis menyadari bahwa secara subtansial penelitian yang diteliti ini
bukan hal baru terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul
“Implementasi Fatwa Mui No. 001/Munas-Ix/Mui/2015 Tentang
Pendayagunaan Zakat Infak Bagi Pembangunan Sarana Air Dan Sanitasi
Masyarakat (studi di lembaga Daarut Tauhid)”. Adaupun beberapa karya
ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis lain adalah sebagai berikut:
Syamsud Dhuha, dalam skripsinya yang berjudul “Zakat Untuk
Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi”. skripsi ini membahas analisis
Fatwa MUI No. 001/Munas-IX/Mui/2015 terkait pendayagunaan dana zakat
untuk pembangunan sarana air bersih sanitasi bagi masyarakat dengan analisis
perspektif mashlahah al-thufi. Dimana peneliti ini fokus pada latar belakang
munculnya fatwa ini adalah adanya pertanyaan dari masyarakat tentang
kebolehan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
disebabkan kebutuhan air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan dalam sehari
sehari-sehari untuk menjamin kesehatan mereka. Kedua, apabila di tinjau dari
konsep mashlahah Al-Thufi telah memenuhi empat prinsip mashlahah. Dalam
fatwa MUI dijelaskan tentang di jelaskan tentang pendayagunaan dana zakat
untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh yang
manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan
prinsip mashlahah Al-Thufi yang mengendepankan mashalahah untuk
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kepentingan umum bagi masyrakat. Fatwa ini juga termasuk dalam bidang
mu’amalah kareana bersangkutan dengan kemaslhatan umum.
Muhammad Haris dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan
Lingkungan Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Padang Mutung Kampar”. Jurnal ini
membahas bagaimana implementasi program penyediaan air minum dan
sanitasi berbasis masyrakat (PAMSIMAS) pada masyarakat. Pada penelitian
ini fokus pada kondisi lingkungan masyarakat yang membutuhkan perbaikan
sanitasi yang yang ditandai dengan macetnya saluran irigasi dan tercemarnya
aliran sungai akibat limbah rumah tangga. Sebagaimana kegiatan dalam
program PAMSIMAS di Desa Padang Mutung dilakukan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum sebagai executing agency bersama dengan Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.
Rika Yulita Amalia, dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Lembaga
Amil Zakat Dalam Meningkatkan Akses Sanitasi Dan Air Bersih”. Jurnal ini
membahas bagaimana strategi LAZ Harfa dfalam mengubah pola pikir
masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan. Pada penelitian ini
fokus pada mengakat salah satu isu yang menjadi tujuan pencapain targetnya
yaitu terkait sanitasi dan air bersih. Keberhasilan LAZ Harfa dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya di bidang ekonomi,
namun juga bidang lainnya seperti kesehatan lingkungan. Hal tersebut juga
menunjukan bahwa Lembaga Amil Zakat dapat berperan dalam mencapai
SDGs (Sustainable Development Goals), dimana akses sanitasi dan air bersih
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juga merupakan salah satu tujuan dalam SDGs (Sustainable Development
Goals). Untuk mengetahui strategi yang di lakukan oleh LAZ harfa agar bisa
sukses dalam menjalankan programnya.
Setelah melihat dari ketiga karya ilmiah diatas terdapat beberapa
perbedaan dengan penelitian ini, yaitu karya ilmiah ini berfokus pada
implementasi Fatwa MUI tentang pendayagunaan Zakat bagi pembangunan
sarana air dan sanitasi masyarakat, bagaimana tentang pendayagunaan zakat
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